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KATA   PENGANTAR 
 

 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya dokumen 

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat 

diterbitkan. Buku ini memberikan gambaran pencapaian Kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar selama 

Tahun Anggaran 2023. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu perangkat 

pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar yang menangani urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana berkewajiban membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2023 

yang menjelaskan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran 

sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah. 

LPT mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah, baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat. Bagi Pemerintah 

Daerah, LPT dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam menilai kinerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yang mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan program kegiatan selama 1 tahun anggaran. Sedangkan bagi masyarakat, 

LPT dapat dijadikan acuan untuk menilai kinerja perangkat daerah untuk perbaikan 

mutu pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat pada tahun berikutnya. 

Besar harapan kami, dokumen LPT ini memberi manfaat bagi kita bersama 

dalam menetapkan kebijakan di bidang kesehatan. Tidak lupa kami mohon maaf atas 

kekurangan di dalam penyusunan dokumen LPT, dan mohon saran dan masukan untuk 

penyempurnaan dokumen LPT.  

 

                Karanganyar,        Januari  2024 
               
KEPALA DP3APPKB 

        KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

        RUSMANTO, S.H., M.M. 

Pembina Utama Muda (IVc) 

        NIP. 19650810 199303 1 016 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar,  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113) Urusan 

wajib konkruen pelayanan non dasar pengendalian penduduk dan 

urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak merupakan 

program pelayanan non dasar yang mempunyai kontribusi yang 

sangat berarti bagi pembangunan sumber daya manusia. Karena 

dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga berencana diupayakan terus peningkatan kepedulian dan 

peran serta masyarakat melalui upaya pelaksanaan 

pengarusutamaan gender,  pengarusutamaan hak anak, serta 

menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam 

program Keluarga Berencana. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui 

keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan penyetaraan gender, perlu 

diupayakan peningkatan kualitas SDM dan penyetaraan gender di 

semua bidang, peningkatan perlindungan tanpa kekerasan bagi 

perempuan dan anak, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga serta meningkatnya keluarga yang menerapkan norma 

keluarga kecil bahagia 

Secara umum pelaksanaan program Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian 
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penduduk dan  Keluarga Berencana khususnya di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2023 telah melaksanakan upaya-upaya yang 

bermakna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Disamping itu 

juga beberapa upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, serta 

dalam menurunkan angka kesakitan, kematian Ibu dan bayi 

termasuk upaya penanggulangan kemiskinan melalui 

pemberdayaan ekonomi keluarga, dan ketahanan keluarga. 

Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

program pengendalian penduduk dan  Keluarga Berencana 

merupakan program nasional yang strategis, ditengah berbagai 

dinamika politik, pemerintahan, dan sosial ekonomi, pemerintah 

tetap memberikan komitmen pada penggarapan program 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program 

pengendalian penduduk dan  Keluarga Berencana.  Oleh karena itu 

pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan program pengendalian penduduk dan  Keluarga 

Berencana tahun 2023, tidak lagi hanya berorientasi pencapaian 

kuantitas tetapi juga berupaya mewujudkan kualitas penduduk. 

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan  

Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar, sebagai bentuk 

penerapan operasional dari bagian pembangunan Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara 

Nasional, program tersebut juga diakomodir melalui Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar. Kemudian 

dengan era otonomi daerah seperti sekarang, RKPD tersebut 

diharapkan dapat dipakai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan.  

Dengan demikian operasional program Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian 

penduduk dan  Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar 

tetap perlu dikelola secara lebih  serius, profesional dan 
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berkesinambungan sehingga upaya tersebut dapat memberikan 

kepuasan semua pihak yang pada akhirnya akan dapat 

mewujudkan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dengan 

karakterisik antara lain mempunyai anak ideal, sehat, 

berpendidikan, sejahtera, berketahanan, terpenuhi hak-hak 

reproduksinya. Pada akhirnya benar-benar terwujud keluarga kecil 

berkualitas, dan terjadinya penduduk tumbuh seimbang. 

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka perlu 

dibuat laporan pelaksanaan tugas tahun 2023. 

 

B. Dasar Hukum 

Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas  Tahun 2023  

berdasarkan : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang LKPJ, 

LPPD dan ILPD 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 18 

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar  

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  106 Tahun 2021.tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 
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C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud. 

Penyusunan Laporan penyelenggaraan tugas ini dimaksudkan : 

a. Sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Bupati atas 

kinerja Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang 

dilaksanakan selama tahun 2023;  

b. Sebagai input bagi pemerintah daerah dalam mengukur 

capaian kinerja dan hasil yang telah di capai dari berbagai 

program/ kegiatan;  

c. Sebagai bentuk tanggungjawab OPD  Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak  Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana atas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi yang telah diberikan.  

 

2. Tujuan 

Penyusunan Laporan penyelenggaraan tugas ini bertujuan : 

a. Mengendalikan OPD  secara efektif dan efisien, sampai pada 

implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran;  

b. Sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah;  

c. Sebagai bahan bagi Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada 

periode selanjutnya.;  

d. Sebagi bahan bagi bupati untuk melakukan pembinaan lebih 

lanjut terhadap OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana pada periode selanjutnya.  
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BAB II 

DISKRIPSI UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

( O P D ) 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi (Tugas dan Fungsi sesuai Perda SOT 

dan Perbup) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Karanganyar,  (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 

2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 134), adalah sebagai berikut :  

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Karanganyar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 

fungsi : 

1) perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan; 

2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga 

Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak; 
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3) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;  

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, 

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak 

5) pelaksanaan fungsi  Kesekretariatan; 

6) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

7) pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Perda/ Perbup 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar,  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 

134),  

2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  106 Tahun 2021.tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
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B. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD 

Sub.Bag./Seksi No SOP Tanggal Nama SOP 

1 
Sub Bid 
Pengendalian 
Penduduk 

476/02.40/I/2017 2 Januari 2017 1 
Pendataan 
Keluarga  

2 Sub Bid KB 476/02.45/I/2017 2 Januari 2017 2 
Permintaan 
Alokon 

3 Sub Bid KB 476/02.40/I/2017 2 Januari 2017 3 
Pelaporan 
Data KB 

4 
Sub Bid 
Pengendalian 
Penduduk 

476/02.43/I/2017 2 Januari 2017 4 
Pembuatan 
Media KIE 

5 
Sub Bid 
PPPA 

476/02.44/I/2017 2 Januari 2017 1 

Aduan Korban 
Kekerasan 
Perempuan 
dan Anak 

  
476/02.38/I/2017 2 Januari 2017 2 

Pelaporan 
Data 
Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan 
dan Anak 

  
476/02/39/I/2017 2 Januari 2017 3 

Pelaporan 
Data Gender 
dan Anak 

  
476/02.37/I/2017 2 Januari 2017 4 

Penanganan 
Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan 

  
476/02.38/I/2017 2 Januari 2017 5 

Penanganan 
Kekerasan 
terhadap Anak 

  
476/02.33/I/2017 2 Januari 2017 6 

Perencanaan 
dan 
Penganggaran 
yang responsif 
Gender 
(PPRG) 
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C. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program 

dan Kegiatan 

 

NO PERDA/ PERBUP/ SK 

1 

 

Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  

2 

 

SK Bupati Karanganyar Nomor 476/137 TAHUN 2022 tentang 

PENETAPAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PENERIMA HIBAH PADA 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

3 

 

SK Bupati Karanganyar Nomor 476/136 TAHUN 2022 tentang 

PENETAPAN PEMBANTU DAN SUB PEMBANTU PEMBINA 

KELUARGA BERENCANA DESA 

4 

 

SK Bupati Karanganyar Nomor 476/229 TAHUN 2022 tentang 

PENETAPAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK 

5 

 

SK Bupati Karanganyar Nomor 476/357 TAHUN 2022 tentang 

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2022 

6 

 

SK Bupati Karanganyar Nomor 476/393 TAHUN 2022 tentang 

PEMBENTUKAN FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN 

KARANGANYAR PERIODE TAHUN 2022-2024 

7 

 

SK Bupati Karanganyar Nomor 476/665 TAHUN 2022 tentang 

PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS PENDEWASAAN USIA 

PERKAWINAN 
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D. Struktur Organisasi  

 

Bagan Struktur Organisasi sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  106 Tahun 2021.tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana. 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  106 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Subbagian Umum; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, 

membawahkan kelompok jabatan fungsional; 

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan kelompok jabatan 

fungsional; 

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga, membawahkan 

kelompok jabatan fungsional; 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

g. UPTD; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

E. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan 

 

DAFTAR PEGAWAI SKPD/ OPD (Keseluruhan) 

No Nama N I P Jabatan Gol. Pangkat 

1 Rusmanto, SH, MM 19650810 199303 1 016 Kepala Dinas 
IV/c 

Pembina 
Utama 
Muda 

2 Titik Umarni, SH, MM 19660923 198607 2 001 Sekretaris 
IV/b 

Pembina 
Tingkat I 

3 Surahmi, SE, MM 19710628 199312 2 001 Kabid Dalduk, 
Penyuluhan dan 
Penggerakan 

IV/a 
Pembina 

4 dr. Ita Kusumawati, 
M.Kes 

19740530 200501 2 010 Kabid Keluarga 
Berencana 

IV/a 
Pembina 

5 Dra. Setyawati, MM 19670223 199803 2 002 Kabid K3 IV/a Pembina 

6 Drs. Wahyudi, MH 19660222 199401 1 001 Kabid PP, PA IV/a Pembina 

7 Kadi Astuti, SE, M.Si 19660613 198603 2 004 Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

IV/a 
Pembina 

8 Ipuk Prangastutik, SKM, 
M.Kes 

19770210 200012 2 002 Penata Kependudukan 
dan Keluarga 
Berencana Ahli Muda 

IV/a 
Pembina 
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No Nama N I P Jabatan Gol. Pangkat 

9 Sri Sumarni, SH, MH 19670103 199203 2 010 Penata Kependudukan 
dan Keluarga 
Berencana Ahli Muda 

IV/a Pembina 

10 Drs. Sigit Prabowo, MM 19660725 199303 1 008 Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

IV/a Pembina 

11 Lusia Winarni, SE 19660320 198603 2 008 Penata Kependudukan 
dan Keluarga 
Berencana Ahli Muda 

III/d Penata 
Tingkat I 

12 Ida Utami, SE, MM 19690918 199203 2 007 Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

III/d Penata 
Tingkat I 

13 Minastri, S.Kep 19670118 199103 2 007 Kasubag Umum III/d Penata 
Tingkat I 

14 Septiana Rosita 
Handayani, S.Psi 

19830930 200902 2 004 Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

III/d Penata 
Tingkat I 

15 Endah Retno Wulan, SH 19810813 200903 2 006 Analis Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak 

III/d Penata 
Tingkat I 

16 Ikhsan Kurniawan, SE 19850906 201001 1 008 Penata Laporan 
Keuangan 

III/d Penata 
Tingkat I 

17 M. Dewi Yuni Astuti, SE 19810608 201001 2 018 Bendahara III/d Penata 
Tingkat I 

18 Nanang Sudaryono, 
S.Sos 

19810108 201012 1 003 Pengelola Layanan 
KB,Bina Keluarga 
Remaja dan Bina 
Keluarga Lansia 

III/d Penata 
Tingkat I 

19 Sri Mulyani, S.Mn 19781217 200604 2 029 Pengelola 
Kepegawaian 

III/d Penata 
Tingkat I 

20 Dewi Indrati Handayani 19660426 199403 2 004 Pengelola 
Kepegawaian 

III/c Penata 

21 Ary Muslichah, SE 19760130 201001 2 002 Penata Laporan 
Keuangan 

III/c Penata 

22 Untung Budiawan, 
A.Md 

19870427 201001 1 009 Pranata Komputer 
Mahir 

III/a Penata 
Muda 

23 Falentina Nugraheni 
Permata Putri,S.Kom 

19891116 202012 2 005 Analis Data dan 
Informasi 

III/a Penata 
Muda 

24 Sarah Sakinatus 
Sya'adah, S.Psi 

19970822 202012 2 008 Analis Keluarga 
Berencana  

III/a Penata 
Muda 

25 Yunita Dianasari,S.Psi 19950608 202012 2 010 Analis Keluarga 
Berencana  

III/a Penata 
Muda 

26 Windi Maryanti, S.Psi 19990315 202203 2 010 Analis Keluarga 
Berencana  

III/a Penata 
Muda 

27 Dewi Sulistyowati, 
A.Md.Keb 

19831210 201704 2 002 Pengelola Advoksi 
Konseling,  Pembinaan 
KB dan Kesehatan 
Reproduksi  

II/d Pengatur 
Tingkat I 

28 Tri Mintarti, A.Md.Keb 19791221 201905 2 002 Pengelola Layanan 
KB,Bina Keluarga 
Remaja dan Bina 
Keluarga Lansia 

II/c Pengatur 

29 Intan Arum Kusuma, 
A.Md.Ak 

20010221 202203 2 001 Verifikator Keuangan II/c Pengatur 

30 Imam Jayadi 19730327 201212 1 001  Pengadministrasi 
Umum 

II/c Pengatur 
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BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 No IKK Output dan Capaian Kinerja IKK Outcome Rumus Capaian
Kinerja

1 1. Jumlah lembaga pemerintah
tingkat daerah kabupaten/ kota
yang telah dilatih PUG

42,00 OPD

Ket.:
Seluruh
OPD
Kabupaten
Karanganya
r dan
Kecamatan

2. Jumlah program PUG ada
perangkat daerah yang sudah
dievaluasi melalui analisis
gender di tingkat kabupaten/
kota

84,00
program

Ket.:

Persentase ARG pada belanja
langsung APBD

Jumlah ARG pada belanja langsung
APBD
------------- x 100%
Jumlah seluruh belanja langsung
APBD

Pembilang = 1
21398507700.
00 Rp.
Penyebut = 13
97020467295.
00 Rp.

Hasil = 8,69

2 1. Jumlah media massa (cetak,
elektronik) yang bekerja sama
dengan pemkab/ kota (dinas
pppa) untuk melakukan KIE
pencegahan kekerasan
terhadap anak

3,00 Media
Massa

Ket.:

2. Jumlah lembaga layanan anak 1,00

Persentase anak korban kekerasan
yang ditangani instansi terkait
kabupaten

Jumlah anak (penduduk usia kurang
dari 18 tahun) korban kekerasan yang
ditangani instansi tingkat kabupaten/
kota yang didampingi
------------------- x 100%
Jumlah Anak (penduduk usia Kurang
dari 18 tahun)

Pembilang =
20.00 anak
Penyebut =
20.00 anak

Hasil = 100,00
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yang telah memiliki standar
pelayanan minimal

Lembaga

Ket.:

3. Persentase korban kekerasan
anak yang terlayani

100,00 %

Ket.:

4. Jumlah lembaga layanan anak
yang mendapat pelatihan

2,00
Lembaga

Ket.:

5. Jumlah lembaga layanan anak
yang mendapatkan bantuan
keuangan/fasilitas oleh
pemerintah kabupaten/ kota
(APBD kabupaten/ kota)

2,00
Lembaga

Ket.:

3 1. Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang bergerak
dlm bidang perempuan tingkat
kabupaten/ kota yang
mendapatkan pelatihan

4,00
organisasi

Ket.:

2. Jumlah kader perempuan
tingkat kabupaten/ kota yang
sudah dilatih

97,00 orang

Ket.:

3. Jumlah lembaga layanan
pemberdayaan perempuan
yang mendapat pelatihan

1,00
Lembaga

Ket.:

4. Jumlah lembaga layanan
pemberdayaan perempuan

1,00
Lembaga

Rasio kekerasan terhadap perempuan,
termasuk TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)+D1

Jumlah perempuan yang mengalami
kekerasan
------------------- x 100.000
Jumlah penduduk perempuan

4,21 per
100.000
penduduk
perempuan

Ket. :
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yang mendapatkan bantuan
keuangan oleh pemerintah
kabupaten/ kota

Ket.:

5. Jumlah kebijakan/ program
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan termasuk
TPPO pada perangkat daerah
yang sudah dievaluasi

1,00
program

Ket.:

6. Jumlah lembaga penyediaan
layanan perlindungan hak
perempuan yg telah
terstandardisasi

1,00
Lembaga

Ket.:

7. Persentase korban kekerasan
perempuan yang terlayani

100,00 %

Ket.:

 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 No IKK Output dan Capaian Kinerja IKK Outcome Rumus Capaian
Kinerja

1 1. Tersedianya dokumen Grand
Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) yang di-
Perdakan

1,00
dokumen

Ket.:

2. Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) seluruh
wanita umur 25-49 tahun

24,80 Tahun

Ket.:

3. Angka Kelahiran Remaja umur
15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR 15-19)

7,40 Per
1000 Wanita
Usia 15-19
Tahun

TFR (Angka Kelahiran Total) 2,16 rata-rata
anak lahir

Ket. :
Dengan TFR
2,16 maka 2
orang anak
yang
dilahirkan
hanya akan
menggantikan
kedua orang
tuanya
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Ket.:

4. Persentase masyarakat yang
terpapar isi pesan Program
KKBPK (advokasi dan KIE)

99,97 %

Ket.:

5. Jumlah stakeholders/
pemangku kepentingan dan
mitra kerja (termasuk organisasi
kemasyarakatan) yang
berperan serta aktif dalam
pengelolaan program KKBPK

821,00
Stakeholder

Ket.:

2 1. Persentase Fasilitasi Kesehatan
(Faskes) yang siap melayani KB
MKJP

100,00 %

Ket.:

1. Persentase Fasilitasi Kesehatan
(Faskes) yang siap melayani KB
MKJP

100,00 %

Ket.:

2. Persentase Peserta KB Aktif
(PA) Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang (MKJP)

34,27 %

Ket.:

3. Pemerintah Daerah Provinsi
yang memiliki Kelompok Kerja
KKBPK yang efektif

9.127,00
Kelompok

Ket.:

4. Persentase pelayanan KB
Pasca Persalinan

43,76 %

Ket.:

Persentase pemakaian kontrasepsi
Modern (Modern Contraceptive
Prevalence Rate, MCPR)

Jumlah peserta KB Aktif Modern
------------------ x 100%
Jumlah Pasangan Usia Subur

Pembilang =
106571.00
akseptor
Penyebut =
145558.00
orang

Hasil = 73,22
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3 1. Persentase kesertaan KB di
Kabupaten dan Kota dengan
kesertaan rendah

58,69 %

Ket.:

2. Persentase kesertaan KB
keluarga Penerima Bantuan
Iuran (PBI)

70,00 %

Ket.:

Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need)

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi
tidak terlayani
------------------ x 100%
Jumlah Pasangan Usia Subur

Pembilang =
17748.00
orang
Penyebut =
145558.00
orang

Hasil = 12,19

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil
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BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

   N
O

URUSAN
PEMERINTAHAN

KBJK.
STRA.

PROGRAM DAN
KEGIATAN

URAIAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA
MENGATASI

PERMASALAHAN
1. PROGRAM

PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

 a. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran
, dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

1) Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Anggaran:
Rp. 75.000.000,00
Realisasi:
Rp. 69.375.600,00
Persentase:
(92,50%)

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah 10
laporan

10 laporan
(100.00%)

   b. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Administrasi
Umum
Perangkat

1) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Anggaran:
Rp. 20.000.000,00
Realisasi:
Rp. 17.672.000,00
Persentase:
(88,36%)

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu 5 laporan

5 laporan
(100.00%)
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Daerah
   c. PROGRAM

PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Anggaran:
Rp. 20.000.000,00
Realisasi:
Rp. 19.935.700,00
Persentase:
(99,68%)

Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Bula
nan/Triwulanan/
Semesteran
SKPD 16
laporan

16 laporan
(100.00%)

   d. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

1) Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Anggaran:
Rp. 28.150.000,00
Realisasi:
Rp. 27.997.000,00
Persentase:
(99,46%)

Jumlah
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Dipelihara
15 unit

15 unit
(100.00%)

     2) Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan

2 unit
(100.00%)
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Anggaran:
Rp. 50.462.500,00
Realisasi:
Rp. 50.419.500,00
Persentase:
(99,91%)

Lainnya yang Di
pelihara/Direhab
ilitasi 2 unit

   e. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

1) Pengadaan Mebel
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 9.773.000,00
Persentase:
(97,73%)

Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan 2
unit

2 unit
(100.00%)

     2) Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Anggaran:
Rp. 131.450.000,00
Realisasi:
Rp. 130.587.500,00
Persentase:
(99,34%)

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang
Disediakan 17
unit

17 unit
(100.00%)

   f. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB

1) Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Anggaran:
Rp. 17.300.000,00
Realisasi:

Jumlah Paket
Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan 4
Paket/bulan

4
Paket/bula
n
(100.00%)
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UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Rp. 17.220.920,00
Persentase:
(99,54%)

     2) Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Anggaran:
Rp. 32.000.000,00
Realisasi:
Rp. 32.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah Paket
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
yang
Disediakan 200
Paket

200 Paket
(100.00%)

   g. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Anggaran:
Rp. 4.294.456.580,00
Realisasi:
Rp. 3.538.850.068,00
Persentase:
(82,41%)

Jumlah Orang
yang Menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN
35 orang

30 orang
(85.71%)

   h. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran:
Rp. 99.600.000,00
Realisasi:
Rp. 84.249.440,00
Persentase:

Jumlah Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang

3 Laporan/
bulan
(100.00%)
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Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

(84,59%) Disediakan 3
Laporan/bulan

     2) Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Anggaran:
Rp. 602.200.000,00
Realisasi:
Rp. 597.218.200,00
Persentase:
(99,17%)

Jumlah Laporan
Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
yang
Disediakan 4
Laporan/bulan

4 Laporan/
bulan
(100.00%)

   i. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran:
Rp. 267.500.000,00
Realisasi:
Rp. 247.058.828,00
Persentase:
(92,36%)

Jumlah
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya 54
unit

54 unit
(100.00%)

   j. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN

1) Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Anggaran:
Rp. 40.000.000,00

Jumlah Laporan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat 2

2 Laporan/
bulan
(100.00%)
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DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Realisasi:
Rp. 39.945.000,00
Persentase:
(99,86%)

Laporan/bulan

   k. PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN PE
MERINTAHAN
DAERAH KAB
UPATEN/KOT
A,
Kegiatan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Anggaran:
Rp. 15.600.000,00
Realisasi:
Rp. 15.581.000,00
Persentase:
(99,88%)

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan 2
Paket/bulan

2
Paket/bula
n
(100.00%)

     2) Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Anggaran:
Rp. 492.787.900,00
Realisasi:
Rp. 454.824.747,00
Persentase:
(92,30%)

Jumlah Laporan
Penyelenggaraa
n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD 40
laporan

40 laporan
(100.00%)

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil
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C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

   N
O

URUSAN
PEMERINTAHAN

KBJK.
STRA.

PROGRAM DAN
KEGIATAN

URAIAN SUB KEGIATAN TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA
MENGATASI

PERMASALAHAN
1. PEMBERDAYAA

N PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK

 a. PROGRAM P
ERLINDUNGA
N
PEREMPUAN,
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Lingkup
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 15.000.000,00
Realisasi:
Rp. 13.350.000,00
Persentase:
(89,00%)

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Mendapat
Advokasi dan
Pendampingan
Layanan
Perlindungan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
20 Perangkat
Daerah

15
Perangkat
Daerah
(75.00%)

   b. PROGRAM
PEMENUHAN
HAK ANAK
(PHA),
Kegiatan
Pelembagaan
PHA pada
Lembaga
Pemerintah, N
onpemerintah,
dan Dunia
Usaha
Kewenangan 
Kabupaten/Kot
a

1) Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 45.000.000,00
Realisasi:
Rp. 36.215.000,00
Persentase:
(80,48%)

Jumlah
Organisasi
Pemerintah,
Non
Pemerintah,
Media dan
Dunia Usaha
yang Mendapat
Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan
Hak Anak pada
Organisasi
Pemerintah,
Non

4
Organisasi
(80.00%)
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Pemerintah,
Media dan
Dunia Usaha 5
Organisasi

   c. PROGRAM P
ERLINDUNGA
N
PEREMPUAN,
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Lingkup
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 5.000.000,00
Realisasi:
Rp. 4.550.000,00
Persentase:
(91,00%)

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 Dokumen

0 Dokumen
(0.00%)

   d. PROGRAM P
ERLINDUNGA
N KHUSUS
ANAK,
Kegiatan
Penyediaan
Layanan bagi
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi
Tingkat
Daerah Kabup

1) Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Pendampingan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 8.350.000,00
Persentase:
(83,50%)

Jumlah Layanan
Tindak Lanjut
Pengaduan
yang
Memerlukan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
bagi Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
84 Layanan

0 Layanan
(0.00%)
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aten/Kota
   e. PROGRAM P

ERLINDUNGA
N
PEREMPUAN,
Kegiatan
Penyediaan
Layanan
Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan
yang
Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan 
Kabupaten/Kot
a

1) Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 5.000.000,00
Realisasi:
Rp. 4.175.000,00
Persentase:
(83,50%)

Jumlah Layanan
Tindak Lanjut
Pengaduan
yang
Memerlukan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
bagi Perempuan
Korban
Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
10 Layanan

0 Layanan
(0.00%)

   f. PROGRAM P
ERLINDUNGA
N KHUSUS
ANAK,
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Anak yang
Melibatkan
para Pihak
Lingkup
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 9.100.000,00
Persentase:
(91,00%)

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
4 Dokumen

0 Dokumen
(0.00%)
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   g. PROGRAM P
ERLINDUNGA
N KHUSUS
ANAK,
Kegiatan
Penguatan
dan Pengemb
angan
Lembaga
Penyedia
Layanan bagi
Anak yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Tingkat
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 15.000.000,00
Realisasi:
Rp. 10.540.000,00
Persentase:
(70,27%)

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Lembaga
Penyedia
Layanan Anak
yang
Memerlukan
Perlindungan
Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 Dokumen

2 Dokumen
(200.00%)

   h. PROGRAM P
ENGARUSUT
AMAAN
GENDER
DAN PEMBER
DAYAAN
PEREMPUAN,
Kegiatan
Pelembagaan 
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) pada
Lembaga
Pemerintah
Kewenangan 
Kabupaten/Kot

1) Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan PUG
Anggaran:
Rp. 15.000.000,00
Realisasi:
Rp. 13.424.500,00
Persentase:
(89,50%)

Jumlah
Dokumen Hasill
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perumusan
Kebijakan
Pengarustamaa
n Gender (PUG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
40 Dokumen
GAP

30
Dokumen
GAP
(75.00%)
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a
   i. PROGRAM P

ENINGKATAN
KUALITAS
KELUARGA,
Kegiatan
Penyediaan
Layanan bagi
Keluarga
dalam
Mewujudkan
KG dan Hak
Anak yang
Wilayah
Kerjanya
dalam Daerah 
Kabupaten/Kot
a

1) Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Komprehensif bagi
Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Perlindungan Anak
yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 100.000.000,00
Realisasi:
Rp. 100.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah Layanan
Komprehensif
bagi Keluarga
dalam
Mewujudkan
Kesetaraan
Gender (KG)
dan
Perlindungan
Anak yang
Wilayah
Kerjanya
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
yang Tersedia 1
Layanan

2 Layanan
(200.00%)

   j. PROGRAM
PEMENUHAN
HAK ANAK
(PHA),
Kegiatan
Penguatan
dan Pengemb
angan
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan 
Kabupaten/Kot

1) Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 60.000.000,00
Realisasi:
Rp. 34.630.800,00
Persentase:
(57,72%)

Jumlah
Dokumen
Komunikasi
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pemenuhan
Hak Anak bagi
Lembaga
Penyedia
Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
15 Dokumen

8 Dokumen
(53.33%)
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a
   k. PROGRAM P

ERLINDUNGA
N
PEREMPUAN,
Kegiatan
Penyediaan
Layanan
Rujukan
Lanjutan bagi
Perempuan
Korban
Kekerasan
yang
Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan 
Kabupaten/Kot
a

1) Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 9.550.000,00
Persentase:
(95,50%)

Jumlah
Perempuan
Korban
Kekerasan
Tingkat
Kabupaten/Kota
yang
Mendapatkan
Layanan
Pengaduan 20
Orang

0 Orang
(0.00%)

   l. PROGRAM P
ENGARUSUT
AMAAN
GENDER
DAN PEMBER
DAYAAN
PEREMPUAN,
Kegiatan
Pelembagaan 
Pengarusutam
aan Gender
(PUG) pada
Lembaga
Pemerintah
Kewenangan 

1) Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG Termasuk
PPRG
Anggaran:
Rp. 55.000.000,00
Realisasi:
Rp. 50.115.300,00
Persentase:
(91,12%)

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Mengikuti
Sosialisasi
Kebijakan
Pelaksanaan
Pengarustamaa
n Gender (PUG)
Termasuk
Perencaan
Pembangunan
Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan

30
Perangkat
Daerah
(75.00%)
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Kabupaten/Kot
a

Kabupaten/Kota
40 Perangkat
Daerah

2. PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA

 a. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB Sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

1) Advokasi Program KKBPK
kepada Stakeholders dan Mitra
Kerja
Anggaran:
Rp. 130.000.000,00
Realisasi:
Rp. 128.104.000,00
Persentase:
(98,54%)

Jumlah
Organisasi yang
Mendapatkan
Advokasi
Program
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
kepada
Stakeholders
dan Mitra Kerja
30
Organisasi/oran
g

22 Organis
asi/orang
(73.33%)

   b. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pemberdayaa
n dan
Peningkatan
Peran Serta
Organisasi Ke
masyarakatan
Tingkat

1) Integrasi Pembangunan Lintas
Sektor di Kampung KB
Anggaran:
Rp. 24.000.000,00
Realisasi:
Rp. 23.819.050,00
Persentase:
(99,25%)

Jumlah
Dokumen Hasil
Integrasi
Pembangunan
Lintas Sektor di
Kampung KB 2
Dokumen

1 Dokumen
(50.00%)
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Daerah Kabup
aten/Kota
dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-
KB

   c. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB Sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

1) Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program KKBPK
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Anggaran:
Rp. 20.000.000,00
Realisasi:
Rp. 19.876.500,00
Persentase:
(99,38%)

Jumlah
Dokumen
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Program
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
17 Dokumen

0 Dokumen
(0.00%)

   d. PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan

1) Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Anggaran:
Rp. 15.000.000,00
Realisasi:

Jumlah Kader
yang Mengikuti 
Orientasi/Pelatih
an Teknis
Pelaksana/Kade
r Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,

0 Orang
(0.00%)
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Pembangunan
Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga

Rp. 0,00
Persentase:
(0,00%)

BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluar
ga/UPPKS) 170
Orang

   e. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pemberdayaa
n dan
Peningkatan
Peran Serta
Organisasi Ke
masyarakatan
Tingkat
Daerah Kabup
aten/Kota
dalam
Pelaksanaan
Pelayanan
dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-
KB

1) Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program KKBPK di Kampung
KB
Anggaran:
Rp. 961.000.000,00
Realisasi:
Rp. 961.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah
Kampung KB
yang Mengikuti
Pelaksanaan
dan
Pengelolaan
Program
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) di
Kampung KB 64
Kampung

48
Kampung
(75.00%)

   f. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA

1) Pelaksanaan Mekanisme
Operasional Program KKBPK
Melalui Rapat Koordinasi
Kecamatan (Rakorcam), Rapat

Jumlah Laporan
Mekanisme
Operasional
Program

12 Laporan
(70.59%)
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(KB),
Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB Sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Anggaran:
Rp. 221.000.000,00
Realisasi:
Rp. 221.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
Melalui Rapat
Koordinasi
Kecamatan
(Rakorcam),
Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan
Mini Lokakarya
(Minilok) 17
Laporan

   g. PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan
dan
Peningkatan
Peran Serta
Organisasi Ke
masyarakatan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/

1) Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Anggaran:
Rp. 100.000.000,00
Realisasi:
Rp. 100.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah
Organisasi yang
Mengikuti
Peningkatan
Kapasitas Mitra
dan Organisasi
Kemasyarakata
n dalam
Pengelolaan
Program
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan

2 Laporan
(200.00%)
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Kota dalam
Pembangunan
Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga

Ekonomi Keluar
ga/UPPKS) 1
Laporan

   h. PROGRAM P
ENGENDALIA
N
PENDUDUK,
Kegiatan
Pemetaan
Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Cakupan
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga
Anggaran:
Rp. 74.200.000,00
Realisasi:
Rp. 70.901.250,00
Persentase:
(95,55%)

Jumlah Laporan
Pembinaan dan
Pengawasan Pe
nyelenggaraan
Sistem
Informasi
Keluarga 17
Laporan

21 Laporan
(123.53%)

   i. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan Pend
ayagunaan
Tenaga
Penyuluh
KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

1) Pembinaan IMP dan Program
KKBPK di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB
Anggaran:
Rp. 122.000.000,00
Realisasi:
Rp. 121.700.000,00
Persentase:
(99,75%)

Jumlah Desa
yang Mengikuti
Pembinaan IMP
dan Program
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) di
Lini Lapangan
oleh PKB/PLKB

44 Desa
(24.86%)
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177 Desa
   j. PROGRAM

PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pengendalian
dan
Pendistribusia
n Kebutuhan
Alat dan Obat
Kontrasepsi
serta
Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah Kab
upaten/Kota

1) Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya
Anggaran:
Rp. 39.100.000,00
Realisasi:
Rp. 39.100.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah Laporan
Hasil
Pembinaan
Pelayanan
Keluarga
Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi di
Fasilitas
Kesehatan
Termasuk
Jaringan dan
Jejaringnya 12
Laporan

6 Laporan
(50.00%)

   k. PROGRAM P
ENGENDALIA
N
PENDUDUK,
Kegiatan
Pemetaan
Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Cakupan
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Pencatatan dan Pengumpulan
Data Keluarga
Anggaran:
Rp. 165.000.000,00
Realisasi:
Rp. 165.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah Laporan
Pencatatan dan
Pengumpulan
Data Keluarga
17 Kecamatan

4
Kecamatan
(23.53%)

   l. PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN

1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan
dalam Penggerakan
Operasional Pembinaan

Jumlah Laporan
Pendayagunaan
Mitra Kerja dan
Organisasi

1 Laporan
(100.00%)
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KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan
dan
Peningkatan
Peran Serta
Organisasi Ke
masyarakatan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota dalam
Pembangunan
Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga

Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 10.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Kemasyarakata
n dalam
Penggerakan
Operasional
Pembinaan
Program
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluar
ga/UPPKS) 1
Laporan

   m
.

PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga
Melalui

1) Pengadaan Sarana Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Anggaran:
Rp. 360.000.000,00
Realisasi:
Rp. 349.200.000,00
Persentase:
(97,00%)

Jumlah Unit
Sarana
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluar

5 Paket
BKB Kit
(25.00%)
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Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga

ga/UPPKS) 20
Paket BKB Kit

   n. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB Sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

1) Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan
KKBPK
Anggaran:
Rp. 398.250.000,00
Realisasi:
Rp. 356.404.750,00
Persentase:
(89,49%)

Jumlah Laporan
Hasil
Pengelolaan
Operasional dan
Sarana di Balai
Penyuluhan
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) 17
Laporan

9 Laporan
(52.94%)

   o. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pengendalian
dan
Pendistribusia
n Kebutuhan
Alat dan Obat
Kontrasepsi
serta

1) Pengendalian Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan
KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Anggaran:
Rp. 53.100.000,00
Realisasi:
Rp. 46.290.000,00
Persentase:
(87,18%)

Jumlah Laporan
Pengendalian
Pendistribusian
Alat dan Obat
Kontrasepsi dan
Sarana
Penunjang
Pelayanan KB
ke Fasilitas
Kesehatan
Termasuk
Jaringan dan
Jejaringnya 12

6 Laporan
(50.00%)
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Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah Kab
upaten/Kota

Laporan

   p. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB Sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

1) Pengendalian Program KKBPK
Anggaran:
Rp. 80.000.000,00
Realisasi:
Rp. 80.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah Laporan
Hasil
Pengendalian
Program
KKBPK 1
Laporan

2 Laporan
(200.00%)

   q. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan Pend
ayagunaan
Tenaga
Penyuluh
KB/Petugas
Lapangan KB
(PKB/PLKB)

1) Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
Anggaran:
Rp. 1.166.049.000,00
Realisasi:
Rp. 1.166.049.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah Kader
yang Mengikuti
Penggerakan
Kader Institusi
Masyarakat
Pedesaan (IMP)
1827 Orang

2283
Orang
(124.96%)

   r. PROGRAM P
ENGENDALIA

1) Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan

Jumlah
Dokumen

21
Dokumen
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N
PENDUDUK,
Kegiatan
Pemetaan
Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Cakupan
Daerah Kabup
aten/Kota

Pelayanan KB
Anggaran:
Rp. 100.000.000,00
Realisasi:
Rp. 95.045.471,00
Persentase:
(95,05%)

Pengolahan dan
Pelaporan Data
Pengendalian
Lapangan dan
Pelayanan KB
17 Dokumen

(123.53%)

   s. PROGRAM P
ENGENDALIA
N
PENDUDUK,
Kegiatan
Pemaduan
dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dengan
Pemerintah
Daerah Kabup
aten/Kota
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk

1) Penguatan Kerja Sama
Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan
Formal
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 10.000.000,00
Persentase:
(100,00%)

Jumlah
Dokumen
Penguatan
Kerja Sama
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan
Jalur
Pendidikan
Formal 5
Dokumen

1 Dokumen
(20.00%)

   t. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA

1) Peningkatan Kesertaan KB Pria
Anggaran:
Rp. 72.500.000,00
Realisasi:

Jumlah
Akseptor yang
Mendapat
Peningkatan

52
Akseptor
(104.00%)
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(KB),
Kegiatan
Pengendalian
dan
Pendistribusia
n Kebutuhan
Alat dan Obat
Kontrasepsi
serta
Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah Kab
upaten/Kota

Rp. 72.500.000,00
Persentase:
(100,00%)

Kesetaraan KB
Pria 50
Akseptor

     2) Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
Anggaran:
Rp. 2.149.189.300,00
Realisasi:
Rp. 1.820.668.246,00
Persentase:
(84,71%)

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Kesertaan
Penggunaan
Metode
Kontrasepsi
Jangka Panjang
(MKJP) 4400
PUS

3300 PUS
(75.00%)

   u. PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga

1) Penyediaan Biaya Operasional
bagi Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Anggaran:
Rp. 4.543.400.000,00
Realisasi:
Rp. 4.535.300.000,00

Jumlah Kader
Pengelola dan
Pelaksana
(Kader)
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan

30729
Orang
(75.00%)
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Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga

Persentase:
(99,82%)

Ekonomi Keluar
ga/UPPKS)
40972 Orang

   v. PROGRAM P
ENGENDALIA
N
PENDUDUK,
Kegiatan
Pemetaan
Perkiraan
Pengendalian
Penduduk
Cakupan
Daerah Kabup
aten/Kota

1) Penyediaan Data dan Informasi
Keluarga
Anggaran:
Rp. 26.440.000,00
Realisasi:
Rp. 26.429.000,00
Persentase:
(99,96%)

Jumlah Data
dan Informasi
Keluarga yang
Tersedianya 17
Dokumen

9 Dokumen
(52.94%)

   w
.

PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pengendalian
dan
Pendistribusia
n Kebutuhan
Alat dan Obat
Kontrasepsi
serta
Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah Kab

1) Penyediaan Dukungan Ayoman
Komplikasi Berat dan Kegagalan
Penggunaan MKJP
Anggaran:
Rp. 5.000.000,00
Realisasi:
Rp. 1.500.000,00
Persentase:
(30,00%)

Jumlah Laporan
Dukungan
Ayoman
Komplikasi
Berat dan
Kegagalan
Penggunaan
MKJP 10
Laporan
akseptor

0 Laporan
akseptor
(0.00%)
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upaten/Kota
     2) Penyediaan Sarana Penunjang

Pelayanan KB
Anggaran:
Rp. 2.184.995.000,00
Realisasi:
Rp. 2.025.462.758,00
Persentase:
(92,70%)

Jumlah Paket
Sarana
Penunjang
Pelayanan KB
50 Paket

13 Paket
(26.00%)

   x. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
KB Sesuai
Kearifan
Budaya Lokal

1) Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media Massa
Cetak dan Elektronik serta
Media Luar Ruang
Anggaran:
Rp. 165.000.000,00
Realisasi:
Rp. 164.061.935,00
Persentase:
(99,43%)

Jumlah
Dokumen
Promosi dan
KIE Program
Bangga
Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
Melalui Media
Massa Cetak
dan Elektronik
serta Media
Luar Ruang 17
Dokumen

12
Dokumen
(70.59%)

   y. PROGRAM
PEMBINAAN
KELUARGA
BERENCANA
(KB),
Kegiatan
Pengendalian
dan

1) Promosi dan Konseling KB
Pasca Persalinan dan Pasca
Keguguran
Anggaran:
Rp. 5.000.000,00
Realisasi:
Rp. 5.000.000,00
Persentase:

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Promosi dan
Konseling KB
Pasca
Persalinan dan
Pasca
Keguguran

2000
Orang
(200.00%)
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Pendistribusia
n Kebutuhan
Alat dan Obat
Kontrasepsi
serta
Pelaksanaan
Pelayanan KB
di Daerah Kab
upaten/Kota

(100,00%) 1000 Orang

   z. PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan
Pembangunan
Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga

1) Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 9.802.000,00
Persentase:
(98,02%)

Jumlah Laporan
Hasil Promosi
dan Sosialisasi
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaan
Ekonomi Keluar
ga/UPPKS) 1
Laporan

0 Laporan
(0.00%)

     2) Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga
(Menjadi Orang Tua Hebat,
Generasi Berencana,
Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan Keuangan
Keluarga)

Jumlah Laporan
Hasil Promosi
dan Sosialisasi
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

0 Laporan
(0.00%)
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Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 9.914.000,00
Persentase:
(99,14%)

(Menjadi Orang
Tua Hebat,
Generasi
Berencana,
Kelanjutusiaan
serta
Pengelolaan
Keuangan
Keluarga) 1
Laporan

   a
a.

PROGRAM P
EMBERDAYA
AN DAN PENI
NGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA
(KS),
Kegiatan
Pelaksanaan
dan
Peningkatan
Peran Serta
Organisasi Ke
masyarakatan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota dalam
Pembangunan
Keluarga
Melalui
Pembinaan
Ketahanan
dan

1) Promosi dan Sosialisasi
Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga bagi
Mitra Kerja
Anggaran:
Rp. 10.000.000,00
Realisasi:
Rp. 9.580.000,00
Persentase:
(95,80%)

Jumlah Laporan
Hasil Promosi
dan Sosialisasi
Program
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga bagi
Mitra Kerja 1
Laporan

0 Laporan
(0.00%)
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Kesejahteraan
Keluarga

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil
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BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No Kementerian/
LPNK

Dasar Hukum Program Kegiatan Output Lokasi Alokasi Kinerja Keterangan

 Nihil

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No Bidang
Urusan

Dasar Hukum Program Kegiatan Output Lokasi Alokasi Kinerja Keterangan

1 PERWAKILA
N BKKBN
PROVINSI
JAWA
TENGAH

Perjanjian
Kerjasama

Pogram Program
Pembangunan
Keluarga
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Kegiatan Pelatihan
TIm Pendamping
Keluarga (TPK)

1 terlatihnya
anggota tim
pendamping
keluarga (TPK)
sebanyak
2.154 orang

17 Kecamatan 532112000 525650000 kegiatan
"Pelatihan
Tim
Pendamping
Keluarga"
dilaksanakan
serentak
pada tanggal
1-4 Maret
2023 di 17
Kecamatan
di Kabupaten
Karanganyar

2 PERWAKILA
N BKKBN
PROVINSI
JAWA
TENGAH

Perjanjian
Kerjasama (PKS)

Pogram Program
Pembangunan
Keluarga
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Kegiatan Pelaksanaan
Sekolah Lansia

1 Pra lansia
(45-59 tahun)
dan lansia
(umur 60
tahun lebih)

Bandardawung,
Tawangmangu,
Bandardawung,
Tawangmangu

21600000 21600000 Sekolah
lansia adalah
salah satu
upaya
pendidikan
non formal
yang
dilakukan
sepanjang
hayat bagi

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023



47

lansia. visi
sekolah
lansia adalah
mewujudkan
lansia yang
SMART serta
bermartabat
dalam 7
dimensi
lansia
tangguh
secara utuh
yang
berguna diri
sendiri,
keluarga,
masyarakat
dan negara.
sekolah
lansia
dilaksanakan
pada bula
Maret - Juli
2023
sebanyak 2
kelas

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

No Kabupaten Dasar Hukum Program Kegiatan Output Lokasi Alokasi Kinerja Keterangan
 Nihil
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BAB VI 

 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 

 

 

NO URAIAN 

1 NIHIL 
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BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No. Nama Inovasi Deskripsi

1 PUP PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), melalui pola Blended Learning yaitu
kombinasi antara metode tatap muka dan distance learning melalui
pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya inovasi PUP (Pendewasaan
Usia Perkawinan) diharapkan dapat meningkatnya kesejahteraan sosial dan
meningkatnya kualitas pembangunan gender dan perlindungan anak.

2 SAHABAT KEREN Sahabat KEREN (Sahabat Keluarga Berencana) , merupakan inovasi yang
memberikan kemudahan akses kepada masyarakat berupa konseling,
informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pelayanan keluarga berencana secara
digital yang menyediakan informasi seputar pelayanan KB tanpa ada
batasan jarak dan waktu

3 Sekolah CATIN Sekolah Calon Pengantin (CATIN) merupakan suatu pendekatan branding
atau marketing dari Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2021
tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dengan
kolaborasi Tim Gugus Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan dengan
Sekolah Calon Pengantin Untuk Penurunan Angka Pernikahan Usia Dini di
Kabupaten Karanganyar. Tim gugus tugas pendewasaan usia perkawinan
dan sekolah calon pengantin bertujuan untuk mendorong dan
menggerakkan pelaksanaan sekolah calon pengantin dalam upaya
pendewasaan usia perkawinan.
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No. Nama Inovasi Deskripsi

4 SAHABAT KEREN Aplikasi SAHABAT KELUARGA BERENCANA yang dapat diakses
masyarakat untuk memperoleh informasi, edukasi, dan komunikasi seputar
pelayanan KB

B. PENGHARGAAN

No. Nama Penghargaan Instansi Pemberi Penghargaan

1 Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat
Madya Tahun 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

2 Penghargaan Pusat Informasi Sahabat Anak Kategori
Pratama Terstandarisasi Tahun 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

3 Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat
Madya Tahun 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

4 Juara II BKB Percontohan, Lomba Pengelola Bina
Keluarga Balita (BKB) HI Kab/Kota se-Jawa Tengah
Tahun 2021

DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah

5 Juara IV Lomba Keluarga Teladan Tahun 2021 Perwakilan BKKBN Jawa Tengah
6 Pelaksana Terbaik Kedua Pelayanan Keluarga

Berencana Dalam Rangka Bhakti Sosial Bhayangkara
Polres Karanganyar Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

7 Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat
Pratama Tahun 2021

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

8 Penghargaan sebagai Kabupaten Penerima Anugerah
Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama
(diterimakan pada Tahun 2021)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

1. KESIMPULAN 

1. DP3APPKB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 tugas dan fungsi 

dapat terlaksana dengan baik; 

2. Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dapat terealisasi sebesar 

Rp. 18,290,417,063,00 (92,51%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 

19,771,730,280,00. 

 

2. SARAN 

Beberapa langkah yang ditempuh, agar kendala dan permasalahan tidak lagi 

terjadi pada tahun anggaran berikutnya, adalah : 

1. Melakukan perbaikan manajemen pelaksanaan program kegiatan terutama 

pada pengendalian dan evaluasi kinerja 

2. Meningkatkan kualitas team work  

3. Melakukan perbaikan anggaran dan koordinasi antar program dalam 

melakukan penganggaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 



 

B.1-1.1 

JUMLAH LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

YANG TELAH DILATIH PUG  

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga pemerintah 

tingkat daerah kabupaten/ kota 

yang telah dilatih PUG 

 

 

42 lembaga  

(Seluruh OPD Kabupaten dan 

Kecamatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-1.2 

JUMLAH PROGRAM PUG PADA PERANGKAT DAERAH  

YANG SUDAH DIEVALUASI MELALUI ANALISIS GENDER  

DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah program PUG pada 

perangkat daerah yang sudah 

dievaluasi melalui analisis gender 

di tingkat kabupaten/ kota 

 

 

84 program 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

 

B.1-1.3 

JUMLAH ARG  

PADA BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah ARG pada belanja langsung 

APBD  

 

121.398.507.700 

 

2 

 

Jumlah seluruh belanja langsung 

APBD 

 

1.397.020.467.295 

 

Jumlah ARG pada belanja langsung APBD   x 100 %  = 121.398.507.700     x 100 % 

Jumlah seluruh belanja langsung APBD      1.397.020.467.295 

 

        = 8, 69% 

 

  
Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

ANGGARAN RESPONSIF GENDER TAHUN 2023 
        

NO OPD PROGRAM / SUB KEGIATAN ANGGARAN 

1 DINKES PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL Rp369.233.000 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN Rp145.407.000 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU 
LAHIR 

Rp410.000.000 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA Rp233.447.000 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA 
PENDIDIKAN DASAR 

Rp393.159.000 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA 
PRODUKTIF 

Rp129.364.600 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA 
LANJUT 

Rp104.343.000 

    PENGELOLAAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI Rp170.985.400 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI 
MASYARAKAT 

Rp431.223.500 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN 
OLAHRAGA 

Rp142.912.800 

    PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN Rp386.627.600 

    PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN Rp430.000.000 

    PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, 
ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

Rp740.727.000 

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN 

Rp942.862.000 

    PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN 
GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 

Rp128.650.000 

    BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN 
DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER 
DAYA MASYARAKAT (UKBM) 

Rp50.000.000 

2 DISDIKBUD PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI 
PESERTA DIDIK 

Rp567.986.100 

    PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA Rp454.900.000 

    PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MENEJEMEN 
SEKOLAH 

Rp561.228.800 

    PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR Rp295.000.000 

    PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN 
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

Rp611.821.000 

    PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA Rp416.958.000 

    PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA 

Rp168.392.000 



 

    PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR 
NONFORMAL/KESETARAAN 

Rp120.000.000 

3 DPUPR PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA Rp146.199.150 

    PENINGKATAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN Rp200.000.000 

    REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN Rp500.000.000 

    REHABILITASI JALAN Rp362.160.000 

    PENGGANTIAN JEMBATAN Rp500.000.000 

    PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL 
KONSTRUKSI 

Rp80.000.000 

4 SATPOL PP PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Rp325.355.000 

    PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI 
PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN 
TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 

Rp194.360.000 

    PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS Rp25.000.000 

5 BPBD PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN 
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

Rp35.420.000 

    PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK 
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 

Rp50.000.000 

    PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA Rp95.000.000 

    PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) 
BENCANA KABUPATEN/KOTA 

Rp25.000.000 

    PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI 
KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 

Rp205.000.000 

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 

Rp39.000.000 

6 DINSOS PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL 
DAN SOSIAL 

Rp152.200.000 

    PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA 
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 
(PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA 

Rp243.292.000 

    PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN Rp161.565.000 

7 DP3APPKB KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMSAN KEBIJAKAN 
PELAKSANAAN PUG 

Rp15.000.000 

    SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK 
PPRG 

Rp55.000.000 

    KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN 
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Rp5.000.000 



 

    PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA 

Rp10.000.000 

    PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN 
KOMPEREHENSIF BAGI KELUARGA DALAM 
MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH 
KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Rp100.000.000 

    PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 
EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA 
PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP 
ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Rp60.000.000 

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
SISTEM INFORMASI KELUARGA 

Rp74.200.000 

    PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA Rp165.000.000 

    PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN 
LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 

Rp100.000.000 

    PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI 
LAPANGAN OLEH PKB/PLKB 

Rp122.000.000 

    PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH 
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA 
MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA 

Rp120.000.000 

8 DLH PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 

Rp50.000.000 

    PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 

Rp175.000.000 

    PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 
KABUPATEN/KOTA 

Rp125.000.000 

    PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN 
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Rp168.500.000 

    PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN 
PEMBATASAN, PENDAURAN ULAN DAN PEMANFAATAN 
KEMBALI 

Rp80.000.000 

9 DISDUKCAPIL PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN 
RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

Rp68.172.000 

    PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK Rp24.140.000 

    PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA 
PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 

Rp55.850.000 

    FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK  Rp63.878.000 

    BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENDAFTARAN 
PENDUDUK  

Rp35.170.000 



 

    PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN 
DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 

Rp70.868.000 

    PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL Rp72.238.000 

    FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

Rp70.525.000 

    PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT 
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

Rp14.793.000 

10 DISPERMADES FASILITASI SARANA DAN PRASARANA DESA  Rp165.000.000 

    FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM 
KABUPATEN/KOTA 

Rp85.000.000 

    FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Rp75.000.000 

    FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DESA 

Rp110.000.000 

    PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN 
LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 

Rp339.880.000 

11 DISHUB PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK 
JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 

Rp100.000.000 

    PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN 
KABUPATEN/KOTA 

Rp285.875.000 

    REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN 
JALAN 

Rp113.800.000 

12 DISKOMINFO PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA 
KOMUNIKASI PUBLIK 

Rp725.537.000 

    PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  Rp103.336.000 

    LAYANAN HUBUNGAN MEDIA Rp714.640.300 

    PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA 
DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 

Rp372.455.000 

13 DISKUKTRANS 
ESDM 

PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 
KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

Rp100.000.000 

    PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN 
MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN 
PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN 
KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 

Rp236.000.000 

    PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN 
USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI 
SDM USAHA MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN 

Rp186.000.000 

14 DPMPTSP PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 
ELEKTRONIK 

Rp415.000.000 

    KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Rp331.815.000 

15 DISARPUS PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA Rp100.000.000 



 

    PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA Rp45.005.000 

    SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA 
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS 
SERTA MASYARAKAT 

Rp147.531.600 

16 DISPARPORA PEMENUHAN HAK SETIAP PEMUDA MELALUI 
PERLINDUNGAN PEMUDA ADVOKASI AKSES 
PENGEMBANGAN DIRI PENGGUNAAN PRASARA DAN 
SARANA TANPA DISKRIMINATIF PARTISIPASI PEMUDA 
DALAM PROSES PERENCANAAN PELAKSANAAN 
EVALUASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROGRAM 
STRATEGIS KEPEMUDAAN 

Rp380.660.000 

    PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN 
PENGIBAR BENDERA 

Rp340.000.000 

    PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN 
OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

Rp240.000.000 

    PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN 
PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI 

Rp104.000.000 

    PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI Rp1.310.340.000 

    PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN 
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI 

Rp202.360.000 

    PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN 
TINGKAT DAERAH 

Rp1.150.000.000 

    PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA 
DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI 
PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 

Rp101.900.000 

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN 
DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 

Rp218.500.000 

    PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, 
ELEKTRONIK DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN 
LUAR NEGERI 

Rp265.000.000 

    FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK 
DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA 
KABUPATEN/KOTA 

Rp169.200.000 

    PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 
PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI 

Rp235.000.000 

    FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI 
KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF 

Rp206.200.000 

17 DISPERTAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM 
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS 
SUMBER DAYA LOKAL 

Rp40.000.000 

    PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN 
KECIL 

Rp562.500.000 

    PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG 
PERTANIAN 

Rp3.203.917.500 



 

    KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA 
PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA  

Rp1.963.800.700 

    PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN 
JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 

Rp1.270.000.000 

    PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN 
JALAN USAHA TANI 

Rp7.480.000.000 

18 DISDAGPERINAKE
R 

PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN 
KLASTER KOMPETENSI 

Rp3.060.540.500 

    PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA Rp30.000.000 

    PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN ANTAR KERJA Rp25.000.000 

    PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS 
KETENAGAKERJAAN 

Rp30.000.000 

    PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR 
KERJA ONLINE 

Rp30.000.000 

    PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, 
MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG 
BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN 1 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Rp55.000.000 

    PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA 
TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Rp100.000.000 

    PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rp71.000.000 

    FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN  

Rp508.854.000 

    PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA 
DISTRIBUSI PERDAGANGAN 

Rp40.000.000 

    PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN 
PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

Rp409.404.000 

19 SETDA PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Rp749.000.000 

    PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  Rp196.000.000 

    FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Rp1.550.000.000 

    FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL Rp5.768.235.450 

    PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN 
KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Rp8.573.150.000 

    FASILITASI BANTUAN HUKUM  Rp355.370.000 

    FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI Rp531.000.000 

    PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN  Rp188.000.000 

    PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO 
KECIL 

Rp430.000.000 

    FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN Rp144.126.000 

20 SETWAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM 
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

Rp217.604.000 

    PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH Rp633.812.000 



 

    PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN  Rp1.001.581.000 

    FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN 
NASKAH AKADEMIK 

Rp218.105.000 

    PENDALAMAN TUGAS DPRD Rp2.203.829.000 

    PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI Rp163.620.500 

    PELAKSANAAN RESES  Rp4.011.464.300 

    FASILITASI, VERIFIKASI DAN KOORDINASI PERSETUJUAN 
KERJA SAMA DAERAH 

Rp7.991.000 

21 BAPERLITBANG KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Rp833.000.000 

    KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI 
KABUPATEN/KOTA 

Rp235.000.000 

    KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN 
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

Rp525.000.000 

    KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 

Rp125.715.200 

    KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN 
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 

Rp347.719.800 

    KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 

Rp215.000.000 

    KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN 
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 

Rp255.000.000 

22 BKD KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS Rp241.050.000 

    KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN 
PERUBAHAN PPAS 

Rp160.269.500 

    KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH 
TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 
TENTANG PENJABARAN APBD 

Rp257.733.600 

    KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA 
DAERAH 

Rp480.678.700 

    KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN 
PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN 
LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA 
KEUANGAN BUKAN BANK 

Rp46.779.000 

    KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI 
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, 
LAPORAN ALIRAN KAS DAN PELAKSAAN 

Rp684.397.800 



 

PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN 
PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) 

    PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

Rp363.725.200 

    KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 
KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN 
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 
KABUPATEN/KOTA 

Rp841.713.800 

    PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS 
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH 

Rp98.335.200 

    PEMBINAAN AKUTANSI, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA 

Rp513.549.000 

    PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Rp110.425.000 

    PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH  Rp227.497.900 

    PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

Rp352.700.500 

    OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, 
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN 
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

Rp532.377.600 

    PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

Rp338.727.000 

23 BKPSDM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN 
PPPK 

Rp374.500.000 

    PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN Rp100.000.000 

    PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN Rp60.000.000 

    PENGELOLAAN PROMOSI ASN Rp530.000.000 

    PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER Rp70.000.000 

    PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN Rp260.010.000 

    PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI 
PEGAWAI 

Rp229.505.000 

    PEMBINAAN DISIPLIN ASN Rp70.495.000 

    PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI Rp100.000.000 

    PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, 
JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN 
PRAJABATAN 

Rp264.000.000 

24 KESBANGPOL PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI 
WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER 

Rp1.845.000.000 



 

BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA 
TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 

    PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI 
WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER 
BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA 
TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 

Rp200.259.000 

    PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN 
POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN 
DEMOKRASI, FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH, 
PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 
DI DAERAH 

Rp1.706.684.370 

    PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN 
POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN 
DEMOKRASI, FASILITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH, 
PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM 
KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 
DI DAERAH 

Rp133.970.000 

    PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN 
ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN 
MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS 
DAN ORMAS ASING DI DAERAH 

Rp23.631.979.450 

    PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN 
ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN 
MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS 
DAN ORMAS ASING DI DAERAH 

Rp67.071.800 

    PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN 
DINI, KERJA SAMA INTELEJEN, PEMANTAUAN ORANG 
ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, 
KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, 
FASILITAS KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN 
SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 

Rp422.953.000 

25 INSPEKTORAT 
DAERAH 

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Rp200.000.000 

    PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  Rp318.400.000 

    PENGAWASAN DESA Rp250.000.000 

    KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL Rp301.375.000 

    PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN 
NEGARA/DAERAH 

Rp122.350.000 

    PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU Rp100.000.000 

    PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI 
PENGAWASAN 

Rp100.000.000 

    PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH 

Rp203.010.000 



 

    PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN 
PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 

Rp70.600.000 

    PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI 
PENEGAKAN INTEGRITAS 

Rp265.700.000 

26 KECAMATAN 
JATIPURO 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp203.147.200 

    PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Rp96.000.000 

27 KECAMATAN 
JATIYOSO 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp185.600.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp31.321.500 

    PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Rp97.973.000 

28 KECAMATAN 
JUMANTONO 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Rp185.200.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp138.716.000 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp84.000.000 

    FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

Rp51.525.800 

29 KECAMATAN 
JUMAPOLO 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp212.000.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp31.962.500 

    PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Rp87.700.000 

    FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN 
PENDAYAGUNAAN ASET DESA 

Rp15.500.000 

30 KECAMATAN 
MATESIH 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp214.800.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp228.650.000 



 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp88.500.000 

31 KECAMATAN 
TASIKMADU 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp267.477.160 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp36.696.000 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp85.573.400 

32 KECAMATAN 
JATEN 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp330.400.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp180.240.000 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp116.250.000 

    PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA 
SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN 
LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN 
LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 

Rp30.936.000 

    FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

Rp124.754.600 

33 KECAMATAN 
COLOMADU 

KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN 
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 

Rp642.680.000 

    PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp312.800.000 



 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp60.250.000 

34 KECAMATAN 
TAWANGMANGU 

KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN 
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 

Rp226.944.000 

    PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 

Rp49.682.900 

    PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DI KELUARAHAN 

Rp39.300.400 

    PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN 

Rp3.105.000.000 

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Rp570.937.670 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp194.679.500 

    FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Rp42.615.000 

    FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN 
KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

Rp400.000.000 

35 KECAMATAN 
NGARGOYOSO 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp138.000.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp105.720.000 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp107.860.000 



 

    PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA 
SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN 
LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN 
LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 

Rp85.702.700 

    FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

Rp87.200.000 

36 KECAMATAN 
KARANGPANDAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Rp202.800.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp63.590.000 

37 KECAMATAN 
KARANGANYAR 

KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN 
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 

Rp109.592.000 

    PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN 
KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 

Rp56.464.850 

    PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 
FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DI DESA 

Rp75.759.800 

    PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 

Rp187.412.900 

    PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARKAT DALAM 
FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 

Rp118.726.000 

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Rp301.817.500 

38 KECAMATAN 
GONDANGREJO 

PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 

Rp320.040.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp203.380.000 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp36.000.000 

    PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Rp150.000.000 

39 KECAMATAN 
MOJOGEDANG 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Rp230.000.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp34.500.000 



 

    PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Rp48.500.000 

40 KECAMATAN 
KEBAKKRAMAT 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp185.600.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp219.200.000 

    PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA 
MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN 
BHINEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN 
PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Rp91.850.000 

41 KECAMATAN 
KERJO 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp178.400.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp36.300.000 

    PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA 
SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN 
LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN 
LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 

Rp83.750.000 

42 KECAMATAN 
JENAWI 

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN 

Rp105.600.000 

    SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 
KECAMATAN 

Rp30.698.100 

    PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Rp106.921.000 

        

        

    TOTAL ANGGARAN Rp121.398.507.700 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-2.1 

JUMLAH MEDIA MASSA (CETAK, ELEKTRONIK) YANG BEKERJA SAMA 

DENGAN PEMKAB/ KOTA (DINAS PPPA) UNTUK MELAKUKAN KIE 

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK  

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah media massa (cetak, 

elektronik) yang bekerja sama 

dengan pemkab/ kota (dinas pppa) 

untuk melakukan KIE pencegahan 

kekerasan terhadap anak 

 

 

3 Media massa 

(Radio Swiba FM Channel, 

Tribun Jateng dan Baliho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

DATA DUKUNG MEDIA MASSA (CETAK, ELEKTRONIK) 

 

 



 

 



 

 

BALIHO 

  



 

B.1-2.2 

JUMLAH LEMBAGA LAYANAN ANAK  

YANG TELAH MEMILIKI STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga layanan anak 

yang telah memiliki standar 

pelayanan minimal 

 

 

1 Lembaga 

Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-2.3 

PERSENTASE KORBAN KEKERASAN ANAK YANG TERLAYANI 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah korban kekerasan anak 

yang dilayani 

 

20 

 

2 

 

Jumlah korban kekerasan anak 

dikabupaten/kota 

 

20 

 

=  Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani  X 100% 

 Jumlah korban kekerasan anak dikabupaten/kota 

= 22 X 100% 

 22 

=  100 % 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-2.4 

JUMLAH LEMBAGA LAYANAN ANAK  

YANG MENDAPAT PELATIHAN 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga layanan anak 

yang mendapat pelatihan 

 

2 Lembaga  

 

(P2TP2A dan Forum Anak 

Karanganyar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-2.5 

JUMLAH LEMBAGA LAYANAN ANAK  

YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN/FASILITAS  

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA (APBD KABUPATEN/ KOTA) 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga layanan anak 

yang mendapatkan bantuan 

keuangan/fasilitas oleh pemerintah 

kabupaten/ kota (APBD kabupaten/ 

kota) 

 

2 Lembaga  

 

(P2TP2A dan Forum Anak 

Karanganyar) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-2.6 

PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN  

YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN/ KOTA 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 

tahun) korban kekerasan yang ditangani 

instansi tingkat kabupaten/ kota yang 

didampingi 

 

        20 

2 Jumlah Anak (penduduk usia Kurang dari 

18 tahun) korban kekerasan yg menjadi 

kewenangan Kabupaten/ Kota 

20 

 

 Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 

 korban kekerasan yang ditangani instansi 

=  tingkat kabupaten/ kota yang didampingi                      X 100% 

 Jumlah Anak (penduduk usia Kurang dari 18 tahun)  

korban kekerasan yg menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota 

= 20  X 100% 

 20 

=  100 % 

 

 

 

 

 

 

 
  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 2023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.1 

JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN  

YANG BERGERAK DLM BIDANG PEREMPUAN TINGKAT KABUPATEN/ KOTA  

YANG MENDAPATKAN PELATIHAN 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah organisasi kemasyarakatan 

yang bergerak dlm bidang 

perempuan tingkat kabupaten/ kota 

yang mendapatkan pelatihan 

 

4 organisasi  

 

(PKK, GOW, DWP, PPKBD) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.2 

JUMLAH KADER PEREMPUAN TINGKAT KABUPATEN/ KOTA  

YANG SUDAH DILATIH 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah kader perempuan 

tingkat kabupaten/ kota 

yang sudah dilatih 

- 60 orang (PKK Desa dan 

Kecamatan dari keg advokasi 

kebijakan dan pendampingan 

layanan perlindungan perempuan); 

- 18 orang (PKK Desa dan 

Kabupaten dari keg penyediaan 

layanan pengaduan masyarakat 

bagi perempuan korban 

kekerasan);  

- 1 orang (GOW  dari keg 

penyediaan layanan pengaduan 

masyarakat bagi perempuan 

korban kekerasan);  

- 1 orang (DWP  dari keg 

penyediaan layanan pengaduan 

masyarakat bagi perempuan 

korban kekerasan);  

- 17 orang (PPKBD dari keg 

penyediaan layanan pengaduan 

masyarakat bagi perempuan 

korban kekerasan) 

 

 

  
Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

 

B.1-3.3 

JUMLAH LEMBAGA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

YANG MENDAPAT PELATIHAN 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga layanan 

pemberdayaan perempuan 

yang mendapat pelatihan 

 

1 Lembaga  

 
Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.4 

JUMLAH LEMBAGA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN  

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga layanan 

pemberdayaan perempuan 

yang mendapatkan bantuan 

keuangan oleh pemerintah 

kabupaten/ kota 

 

 

1 Lembaga  

 
Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.5 

JUMLAH KEBIJAKAN/ PROGRAM  

PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO  

PADA PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH DIEVALUASI 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah kebijakan/ program 

pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan 

termasuk TPPO pada 

perangkat daerah yang 

sudah dievaluasi 

 

 

1 Program Perlindungan Perempuan 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.6 

JUMLAH LEMBAGA  

PENYEDIAAN LAYANAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN  

YANG TELAH TERSTANDARDISASI 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah lembaga 

penyediaan layanan 

perlindungan hak 

perempuan yg telah 

terstandardisasi 

 

 

1  Lembaga 

 
Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.7 

PERSENTASE  

KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN YANG TERLAYANI 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah Kasus Perempuan 

yg Mengalami Kekerasan 

yg Ditangani  

 

20 

2 Jumlah Perempuan yg 

Mengalami Kekerasan 

20 

 

=  Jumlah Kasus Perempuan yg Mengalami Kekerasan yg Ditangani X 100% 

 Jumlah Perempuan yg Mengalami Kekerasan 

= 20   X 100% 

 20 

=  100 % 

 

 
 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.1-3.8 

RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,  

TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Jumlah Kasus Perempuan 

yg Mengalami Kekerasan 

yg Ditangani  

 

20 

 

2 

 

Jumlah Penduduk 

Perempuan  

 

475.228 

 

=  Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan X 100.000 

 Jumlah penduduk perempuan 

= 20 X 100.000 

 475.228 

=  4.21  

 

(4,21 per 100.000 penduduk perempuan) 

 

 

  

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 2023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

 

KEPALA DP3APPKB 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

 

 

RUSMANTO, SH, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 



 

B.2-1.1 

 

TERSEDIANYA DOKUMEN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN  

KEPENDUDUKAN (GDPK) YANG DI-PERDAKAN 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

 

1 

 

Tersedianya dokumen 

Grand Design 

Pembangunan 

Kependudukan (GDPK) 

yang di-Perdakan  

 

1 Dokumen 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SH., MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650810 199303 1 016 
 

 

 

 

 

 



 

B.2-1.2 

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)  

SELURUH WANITA UMUR 25-49 TAHUN 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Jumlah Perkawinan (N) 5.766 

2 Batas Bawah Kelas i  (Lb) 24.5 

3 
Kumulatif Jumlah Penduduk 

sampai dengan kelas i (Fx) 
2.738 

4 Interval Umur (I) 5 

5 
Jumlah Perkawinan pada 

kelas i (Fxi) 
2.645 

 

= 24,5 + (
2.883−2.738

2.645
) 𝑥5  

 = 24,5 + (
145

2.645
) 𝑥5  

 = 24,5 + 0,27  

 = 24,5 + 0,27 

 = 24,77  

 = 24,8 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB                  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 



 

B.2-1.3 

ANGKA KELAHIRAN REMAJA  

UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ASFR 15-19) 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Jumlah kelahiran dari wanita kelompok 
umur (15-19 th) 

255 

2 
Jumlah penduduk wanita umur (15-19 th) 34.473 

 

 

 

 

=  Bi(Jumlah kelahiran wanita kelompok umur (15-19 th)) x  1.000 = 255      x 1.000 =  7,40 

     Pi(Jumlah penduduk wanita umur (15-19 th))                                 34.473 

*. 7,40 per 1.000 wanita usia 15-19 tahun 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

TFR : Angka Kelahiran Total  

ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  

Bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu  

Pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun sama  

i : kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur  
20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49)  

k : Bilangan Konstanta biasanya 1000  

 



 

B.2-1.4 

PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR  

ISI PESAN PROGRAM KKBPK (ADVOKASI DAN KIE) 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Jumlah masyarakat yang 
terpapar isi pesan Program 
KKBPK (advokasi dan KIE) 

207.830 

2 
Jumlah sasaran masyarakat 
program KKBPK 

207.889 

 

=  Jumlah masyarakat yang terpapar (advokasi dan KIE) x  100%  

     Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK                                  

=  207.830   x 100% = 99,97 % 

    207.889 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

 

 

 



 

B.2-1.5 

JUMLAH STAKEHOLDERS/ PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MITRA KERJA  

(TERMASUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN) YANG BERPERAN SERTA  

AKTIF DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 

 
Jumlah stakeholders/ pemangku 
kepentingan dan mitra kerja 
(termasuk organisasi 
kemasyarakatan) yang berperan 
serta aktif dalam pengelolaan 
program KKBPK 
 

821 Stakeholder 
 
Dinkes, Dikbud, Dukcapil, Dinas 
Pertanian & Peternakan, 
Bapermades, Kodim. Bhayangkara, 
65 Faskes, 177 desa/kel, Aisyah, 
Muhammadiyah, NU, PKK, GOW, 
PGRI, IBI, IDI, PKBI, PFKPI 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 

 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

 

 

 

 



 

B.2-1.6 

 

TFR (ANGKA KELAHIRAN TOTAL) 

TAHUN 2023 

NO KELOMPOK USIA IBU ASFR 

1. 15-19 tahun 7,40 

2. 20-24 tahun 89,52 

3. 25-29 tahun 150,96 

4. 30-34 tahun 112,79 

5. 35-40 tahun 54,56 

6. 40-44 tahun 14,68 

7. 45-49 tahun 1,31 

JUMLAH  431,22 

 

=   5 x Jumlah ASFR / 1.000 

=  5 x 431,22 / 1.000 

=  2,16 

*. Dengan TFR 2,16 maka 2 orang anak yang dilahirkan  

   hanya akan menggantikan kedua orang tuanya 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 

 

 



 

 
B.2-2.1 

PERSENTASE FASILITASI KESEHATAN (FASKES)  

YANG SIAP MELAYANI KB MKJP 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Jumlah faskes siap melayani KB 
MKJP (terdaftar K0) 

66 

2 Jumlah Faskes 66 

 

=  Jumlah faskes siap melayani KB MKJP (terdaftar K0) x  100%  

Jumlah Faskes                                           

=  66      x  100%   

  66 

=  100 % 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 



 

 

B.2-2.2 

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF (PA)  

METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Jumlah PA MKJP 36.521 

2 Jumlah PA 106.571 

 

=  Jumlah PA MKJP x  100% =  

Jumlah PA             

=  36.521   x 100%  

106.571  

= 34.27 % 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 



 

 

B.2-2.3 

PEMERINTAH DAERAH  

YANG MEMILIKI KELOMPOK KERJA KKBPK YANG EFEKTIF 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Pemerintah Daerah yang 
memiliki Kelompok Kerja KKBPK 
yang efektif 

 
9.127 kelompok 
 
1.PPKBD 177  
2.Sub PPKBD 1.650  
3.Kelompok KB 6.484  
4.kelompok BKB 230 
5. Kelompok BKR 167 
6.Kelompok BKL 178 
7.Kelompok UPPKA 157 
8.Jumlah PIK Remaja 61 
9. Kelompok Priyo Utomo 13 
 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

 

 

 

 



 

 

 

B.2-2.4 

 

PERSENTASE PELAYANAN KB PASCA PERSALINAN 

TAHUN 2023 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Jumlah peserta KB pasca persalinan 
menurut metode kontrasepsi cara modern 

4.272 

2 
Jumlah sasaran peserta KB pasca 
persalinan 

9.763 

 

Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut  

= metode kontrasepsi cara modern    x  100% =                        

Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan   

=  4.272  x 100%  

9.763 

=  43.76 % 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 



 

 

B.2-2.5 

 

PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN  

(MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE, MCPR) 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Jumlah peserta KB Aktif Modern 106.571 

2 Jumlah Pasangan Usia Subur 145.558 

 

=  Jumlah peserta KB Aktif Modern x  100%  

 Jumlah Pasangan Usia Subur    

= 106.571  x 100 % 

145.558 

=  73,22  % 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 



 

PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN 

(MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE, MCPR) 

PER KECAMATAN TAHUN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 

 
 

 



 

B.2-3.1 

PERSENTASE KESERTAAN KB  

DI KABUPATEN DAN KOTA  

DENGAN KESERTAAN RENDAH 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN KETERANGAN 

1 

Persentase Kesertaan di Kabupaten 

Karanganyar dengan Kesertaan 

Rendah 

1. Desa Bulurejo (58,69%)    

2. Cangakan (59,39%) 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

 

 

 

 

 

 



 

B.2-3.2 

PERSENTASE KESERTAAN KB  

KELUARGA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Jumlah peserta KB pada 
Keluarga Penerima PBI 

30,176 

2 Jumlah Keluarga PBI 43.262 

 

=  Jumlah peserta KB pada keluarga Penerima PBI x  100%  

              Jumlah Keluarga PBI            

=   30.176     x 100%  

  43.262 

=   70  % 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MMPembina 
Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

 



 

B.2-3.3 

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB  

YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) 

TAHUN 2023 

 

NO URAIAN JUMLAH 

1 
Jumlah PUS yang ingin ber-KB 
tetapi tidak terlayani 

17.748 

2 Jumlah Pasangan Usia Subur 145.558 

 

=  Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani x  100%   

Jumlah Pasangan Usia Subur                

=   17.748       x 100% 

  145.558 

=  12,19 % 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 

 



 

 

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB  

YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) 

PER KECAMATAN TAHUN 2023 

 

 

Karanganyar, 31 Desember 2023 

KEPALA DP3APPKB  

KABUPATEN KARANGANYAR, 

 
 
 
RUSMANTO, SE.,MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19650601 199203 1 007 
 


